N

"

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH PROPINST DARRAH TINGKAT I

SUMATERA SELATAN

NOMOR 41 TAHUN 1991
TENTANG

PENYRRTAAN MODAL DAERAH DATAM PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS CITRA SRIWLJAYA PERMATASAKTI FERSADA

DENFAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUEERNUR KRPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SEILATAN
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bahwa dalam rangka menggali sumber-sumber Pendapatan
Daerah dan memupuk serta meningkatkan perekonomian =
Daerah, perlu diadakan usaha-usaha untuk melakukan
kerja sama dengan pihak ketiga yang bersifat komeisi
al dengan prinsip saling menguntungkan ; :

bahwa Daersh Tingkat I Sumatera Selatan alamnyafﬁzﬁg

- masih cukup potensial untuk dikembangkan,diusaha

dan dimanpaatkan sehingga dapat lebih berdaya guna
dan berhasil guna begi kepentingan masyarakat dimasa
yang skan datang ; '

bahwa untuk mengelola,memanpaatkan dan mengembangkan
alam yang masih cukup potensial tersebut,Pemerintah-
Daerah mengajak para investor untuk ikut barperan -
serta secara aktif dalam mengeksplorasi dan mengeks
ploitasi potensi yang ada dalam upaya meningkatkan
pembangunan di daerah Sumatera Selatan

bahwa untuk mewujudkan rencana pembangunan dimaksud
pada tanggal 26 Nopember 1990 Pemerintah Daerah te
lah menanda tangani Memorandum Kesepakatan Bersama=-
dengan pihak PT.Citra Permatasakti Persada dalam
rangka pelaksanaan reklamasi dan pembangunan prasa=-
rana dan sarana Bagian Wilayah Kota: Seberang Ulu Pa

lembang dengan mendirikan PT.Citra Sriwijaya Perma-
tasakti Persada ;

]

bahwa untuk mendirikan PT.Citra Sriwijaya Permata -
sakti Persada tersebut,perlu menyertaan Modal Daerah
yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959

Eentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Sela =
an 3 '

Undang-unaang Nomor 9 Tahun 1990 tuntaqg KBFarIwisﬁﬁanHB.

« Poraturan Pemorintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan

Persoroan ( Perserc ) jo Peraturan Pemcrintah Nomor 24 7Ja-
hun 1972 tentang Perubahan atas Ketoentuan Pasal ¥ Poraturan
Pemorintah Nomor 1Z Vohun 18723

LE LOLLY WD L Tell I el I b D LI s e mmm e e -
rah,Pelaksaraan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pe
nyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belan
Ja Daerah :

5. Peraturan TR



. P——

7. Poraturan HEHtE“L palam Nogeri Nomor 14 Tahun 1§7h kontang
pentuk Poraturan ﬂanrahJ -

8. Poraturan Montori Dalom Nogori Nemor 11 Tahun 1975 tentang
Contoh-contoh Cara Ponyusunan Anggaran Pondapatan dan BR-
lanja Dacrah, Polaksaraan Tata Usaha Kouangan Daerah  dam
Penyusunan Porhitungan Anggaran Pondapakam dan Bolanja Das
rah;

ra Selatan Nomor 2 Tghun 1991 tentang Penyertaan
Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Ting
kat I Sumatera Selatan,

MEMUTUSKADN :

Menetapkan :+ PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGEAT I SUMATERA SE-

TATAN TENTAN: PENYERTAAN MODAL DAERAH DATAM PENDIRIAN
FERSEROAN TERBATAS CITRA SRIWIJAYA PERMATASAKTI PERSADA.

BAB I
FETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

,@ . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Iﬂnpinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan ;

)

. #kﬁPeraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinasl =
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;

c.Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Sumatera Selatan ;

Q- -%.Dacrah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Se
latan i

1i_,,élﬂodal Daerah adalah Penyertaan Modal dari Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang meru
pakan kekayaan daerah yang dipisahkan ;

e A.Perseroan Terbatas ( PT ) adalah Perseroan Terbatas
Citra Sriwijaya Permatasakti Persada yang didirikan
bersama oleh Pemerintah Daerah Tln%kat I Sumatera -
Selatan dengan PT.Citra Permatasakti Persada.

5L, Peryertaan Modal 4W§nmnf anodd]

| Qutnoh. dolame PEEETY
PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah
dalam mendirikan Perseroan Terbatas di bidang usaha
pematangan dan penimbunan tanah rawa (reklamasi ),
pewbangunan,pengembangan dan pengelolaan prasarana

dan saran Bagian Wilayah Kota Seberang Uly , Pa
lembang LT W M&‘M

(2) Persercan ecesess



(2) Saham=-saham Perseroan Terbatas dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan PT.Cit-
ra Permatasakti Persada. P

(3) Polaksanaoan pondirion Porsoroan Torbatas dilakukan sosuai
dongan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staathlad 1947 -
Nomor 23) sobagaimana yong tolah beborapa kali diubah,ter
akhir dengan Undang=undang Nomor 4 Tohun 1991 dongoan moem—
poerhatikan kotentuan-kotentuan yang toreantum dalam Pora=-
turan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo Poraturan Pemerin
tah Nomor 24 Tahunm 1972.

BAB III
TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pagsal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan per
‘tumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan gae

rah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Bkonomi Pe
rusahaan,

Pasal 4
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 3,Perse
roan Terbatas melaksanakan usaha-usaha :

a, Membangun, mengembangkan dan mengelola kegiatan pema
tangan dan penimbunan tanah rawa ( reklamasi ) di v
Bagian Wilayah Kota Seberang Ulu Palembang ;

b. Mengusahakan kawasan-kawasan Industri,Pergudangan,Per
dagangan,Pemerintahan,Pemukiman dan Diah-maga H

c. Mengusahakan Industri-industri Kepariwisataan dan Rek
reasi j

d. Lain=-lain usaha untuk kepentingan umum lainnya.

BAB IV

JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAZRAH _
' Pasal B
(1) Penycrtaan modal Dasrah pada Perseroan jerbatas adalah scbo-

8ar Rp.15.000.000.000,~ (Lima bolas milyard rupiah) yang da-
hanya disodickon dalom Anggaran Pandapatan dan elanja Dasrah,

(2) Penyertaon modal Dacrah pada Porseroan Terbatas sobagaimana-
dimaksud ayat (1) Pasal ini, yong dengan berlakunya Peratur—
an Daerah ini morupakan kokayaan Dacrah yang dipisahkon.

(3) Polaksanaan ponyertaan modal Dacrah scbagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini, ditotapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Ko
pala Daerah dan berlaky setelah disahkan Menteri Dalam Nego
ri.

PEMBINAAN DAN FPENGAWASAN
Pasal 6

(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Modal Daerah -
vang tertanam dalam Perseroan Terbatas dilakukan oleh
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur -
Kepala Daerah.

(2) Pengawasan secesss



(2) Pengawasan terhadap Perseroan Terbatas dilakukan -
cleh Dewan Komisaris,

(3) Gubernur Kepala Daerah menunjuk Pejabat yang akan

duduk sebazai anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi,

BAB VI
PEMBAGTAN TABA
Pasal 7

(1) Laba yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Sa
ham setelah dikurangi Pajak Perseroan akan dibae
gikan untuk cadangan dan deviden yang prosentase

nya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh .Ra,
pat Umum r]‘:';ﬂifang Saham.” afas dasar fuagil F&M&A&ﬁ
(2) Jikalau perhitungan laba/rugi pada sesuatu tahun
menun jukkan kerugian maka kerugian itu akan dica
tat dalam pembukuan Perseroan Terbatas dan dalam
tahun yang akan datang Perseroan Terbatas diang=-
gap tidak mendapat laba selama kerugian yang ter
catat itu belum sama sekali tertutup,dengan  +i

dak mengurangi ketentuan peraturan perundang- un
dangan yang berlaku, >

(3) Baglan deviden atau hasil usaha penyertaan modal
Daerah dalam Persercan Terbatas, yang diperoleh-
selama tahun buku perusahaan sebagaimana dimak =
sud ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah dan

dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daersh tahun berikutnya. s

BEAB VII
KETENTUAN EENUTUP
Pasal 8
Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Pe

raturan Daerah inl ekan diatur lebih lanjut oleh Gu

. bernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan -
pelaksanaannya.

Paszal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pe -
ngundangan Peraturan Daersh ini dengan penempatannya
didalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Su
matera Selatan.-

Palembang, 29 Juni 1991,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

PROPINSI DATI | SUM.SEL. SUMATERA SELATAN,
KETUA,
dto dto

H. ZAINAL ABIDIN NING H. RAMLI HASAN BASRI

DISAHEAN ,....



DISAHEADN
DEWFAIT SURAT EKRPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
TANGGAL 2L r.11 -~ 1991 womMoR 27925, ,1090.
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH,

dto

DRS. MOCH.DLADJAD

DIUNDANGERKATN

DALAM IZMBARAN DAERAH PROPINSI DARRAH
TINGEAT T SUMATERA SELATAN

NOMCR .,..B ... TaHUN ,299% sEriz .0..
PADA TANGGAT .20 NOPEMBER 1991,

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,
dto
H. M. ARUB, SH

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 440 004 063




